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PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK 

NOMOR 20 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

TAHUN 2025-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA PONTIANAK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan prinsip 

pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan 

melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan 

minimal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 

ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-

2026. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-

Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin 

dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI 

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 

2025-2026. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pontianak. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Kota Pontianak. 

5. Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan 

keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban 

dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. 

6. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya 

disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai 

pedoman dan Langkah-langkah operasional dalam pencapaian target 

pemenuhan SPM. 

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal. 

8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan 

pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan 

Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan 

pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 

 

BAB II 

RENAKSI PENERAPAN SPM 

Pasal 2 

Renaksi Penerapan SPM Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan 

SPM yang digunakan untuk:  

a. pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang:  

1. pendidikan;  

2. kesehatan;  

3. pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman; 

4. ketenteraman dan ketertiban umum;  

5. kebencanaan;  
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6. kebakaran; dan  

7. sosial.   

b. pedoman bagi Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka 

panjang dan jangka menengah. 

Pasal 3 

(1) Sistematika Dokumen Renaksi Penerapan SPM Tahun 2025-2026 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:  

BAB I : Pendahuluan;  

BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;  

BAB III : Strategi Pemenuhan Penerapan SPM;  

BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan 

BAB V : Kesimpulan dan Saran. 

(2) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Tahun 2025-2026 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB III 

PENDANAAN 

Pasal 4 

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini 

dibebankan kepada: 

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 16 April 2025 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

        ttd 

AMIRULLAH 

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 20 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal 16 April 2025 

WALI KOTA PONTIANAK, 

                 ttd 

EDI RUSDI KAMTONO 

 


